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BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 Tentang Desa, maka dipandang perlu membentuk
Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturen Dezz;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
di atas, dan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

-~ Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik g
Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490) yang telah ditetapkan dengan Unda“g~

Ame
-

Undadn s Nomor 4 Tahun 2000 \;,'::.,CUM::

Indonesia Tahun 2005 Nomer 108 Tambahan ',amh?rfm Nea???

Republik Indonesia Nomor 4548),
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

S. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4857);

8 Peraturan Menteri Dalam egen Numour 13 Tahun 2008 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah:

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang

21 o A e TN ?
lembaran Dacrak dan Zerita Caeran.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
DAN

BUPATI MUKOMUKO -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko:

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Naerah Kabupaten Mukemuka:
3. Bupati adalah Bupatj Mukomuko:
4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko:

S. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
Mukomuko;
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6. Camat adalah Kepala Kecamatan: -
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

‘benvenang uniuk  mengatur dan menguius  kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setemnat vang diakui dan diharmati dalzm
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia:

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalarn mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

~

9. Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;

10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa:

11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa;

12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh
kepala Cesa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan
Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;

13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang
bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan
Kepala Desa;

BAB Il

AZAS

Pasal 2
Dalam membentuk peraturan Desa harus berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan
Perundangan-Undangan yang baik meliputi :
Kejelasan tujuan;
Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
Dapat dilaksanakan;
Kedayagunaan dan kehasligunaan;
Kejelasan rumusan; dan
Keterbukaan.

@=0anow

Pasa! 2

Jenis peraturan perundang- undangan pada tingkat Desa rmeliputi
a. Peraturan Desa; dan

b. Peraturan Kepala Desa.

¢. Keputusan Kepala Desa.
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Pasal 4

(1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah
seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari
ketentuan peraturan perundang-undangan yang iebin tinggi.

(2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b
adalah penjabaran pelaksanaan peraturan Desa yang bersifat pengaturan.

(3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
huruf ¢ adaiah penjabaran pelaksanaan Peraturari Cesa dan Peraturan Kepala Desa
yang bersifat penetapan.

Pasal 5

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan
perundang - undangan yang lebih tinggi.

BAB IlI
PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintahan Desa dan dapat berasal dari
usul inisiatif BPD.

Pasal 7
{1) Masyarakat berhak membenkan masukan baik secara teruiis maupun iisan terhadap

-~ e N o -
rancangan Peraturan Desa

(2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat di lakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa;

Pasai 8

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 9

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali
sebelum dibahas bersama BPD.

PERDA Kab. Mukornuko Tahun 2009



Pasal 10

i) Rancangan Peraiuran Desa lentang Angydian Fendapatan dan Belanja Uesa,
Pungutan, dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum di
tetapkan oleh Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari disampaikan oleh Kepala Desa
kepada Bupati melalui Camat untuk di evaluasi.

2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Bupati melalui Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak
Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.

3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat

menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.

Pasal 11

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat di delegasikan kepada Camat.

BAB IV
PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 12

1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersarna oleh Kepala Desa dan BPD
disampaikarin Sieh Pimpinail BrD Kepada ilepdia Desa uniuk aitetapkan menjadi
Peraturan Desa.

2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
persetujuan bersama.

Pasal 13

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 wajib ditetapkan oleh
Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalarn jangka waklu paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak di terimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 14

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu Penetapan pelaksanaan.
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Pasal 15

(1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

BAB V
PENYAMPAIAN PERATURAN DESA

Pasal 16

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai
bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB VI
PENYEBARLUASAN

Pasal 17
Peraturan Desa gan peraturan pelaksanaannya wajiv disebar iuaskai Kepadd imasyaldandl
oleh Pemerintah Desa. N

BAB VIl
KETENTUAN PENUITUP

Pasal 18

Teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati Mukomuko.
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Pasal 20

Ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut sesuai
dengan kemampuan dan kondisi Daerah, dan diatur khusus di dalam Peraturan Daerah .

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal (9 Februari 2009

BUPAT! MUKOMUKO,
TTD

ICHWAN YUNUS

~

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 09 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

TTD

Ir. MUH. SATRIA RAZALIE
Pembina Tk. | NIP. 110033163

| EMBARAN DAERAH KARUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2009 NOMOR 103
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